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KEPUTUSAN KEPALABADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK KABUPATENKARANGANYAR
NOMOR  {}OO  I op.  Tt.lhun   ~-;;ti



TENTANG STANDARPELAYANAN
BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK KABUPATENKARANGANYAR

KEPALABADANKESATUANBANGSA DAN POLITIK KABUPATENKARANGANYAR


Menimbang


a.  Bahwa    dalam    rangka    mewujudkan    penyelenggaraan    pelayanan publik    sesuai    dengan    asas   penyelenggaraan    pemerintahan    yang baik 	dan    guna     mewujudkan     kepastian     hak    dan     kewajiban
berbagai  pihak   yang   terkait    dengan    penyelenggaraan    pelayanan,

	setiap
	penyelenggara
	pelayanan     publik
	wajib
	menetapkan

	standar
	pelayanan;
	
	
	



b. Bahwa   berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana   dimaksud   pada huruf 	a,   perlu     ditetapkan     dengan     keputusan     Kepala    Badan Kesatuan		Bangsa     dan   Politik   Kabupaten   Karanganyar   tentang Standar		Pelayanan    Publik     di    Lingkungan     Badan      Kesatuan
Bangsa    dan  Politik  Kabupaten   Karanganyar.


Mengingat


1.     Undang-Undang      Nomor      25     tahun       2004      Tentang     Sistem

Perencanaan        Pembangunan        Nasional      (Lembaran      Negara

Republik	Indonesia     Tahun       2004       N              104       T      b  h omor 	,          am   a   an
Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Nomor  4421);

2.   Undang-Undang     Nomor    25    Tahun      2009     tentang      Pelayanan

Publik    (Lembaran   Negara    Republik    Indoensia    Tahun    2009·

Nomor    112,   Tambahan    Lembaran    Negara    Republik   Indonesia
Nomor  5038;

3.  Peraturan       Pemerintah      Nomor      96     Tahun       2012

Pelaksanaan     Undanl2:-Undanv  Nnrn,....r    0c::     'T'-L--·-            ----~--


ten tang
Pelayanan     Publik     (Lembaran    Negara     Republik    Indonesia     Tahun

2012       Nomor       215,      Tambahan        Lembaran       Negara       Republik

Indonesia    Nomor    5357);

4.  Peraturan        Menteri      Pendayagunaan          Aparatur       Negara        dan Reformasi		Birokrasi     Nomor     15   Tahun      2014     Tentang      Pedoman Standar	Pelayanan;
5.  Peraturan      Daerah       Kabupaten       Karanganyar       Nomor      16   Tahun

2016     Tentang     Pembentukan       dan     Susunan     Perangkat     Daerah

Kabupaten   Karanganyar

6.  Peraturan      Bupati     Karanganyar   Nomor     117   Tahun     2016    Tentang

Kedudukan,      Susunan     Organisasi,     Tugas,     Fungsi     dan   Tata    Kerja

Badan     Kesatuan      Bangsa   dan  Politik.





)      Menetapkan

KESATU













KEDUA









KETIGA

MEMUTUSKAN :



Standar     Pelayanan      di   Lingkungan      Badan      Kesatuan      Bangsa      dan

Politik    Kabupaten     Karanganyar,    yang   meliputi:

1.    Pelayanan    pencatatan     partai;

2.   Pelayanan  rekomendasi  KKNdan  Penelitian;

3.    Pelayanan   Informasi  Publik   dan  Pengaduan   Pelayanan   Publik;

4.    Pelayanan   Persuratan   dan   Kearsipan;

5.   Pelayanan   Penerimaan   Tamu;

Pelayanan    di   Lingkungan    Badan     Kesatuan    Bangsa     dan    Politik Kabupaten  Karanganyar  merupakan  implementasi  dari  pelaksanaan tugas    dan   fungsi     Badan    Kesatuan   Bangsa    dan   Politik   Kabupaten Karanganyar,  berupa     kategori   pelayanan    langsung   ke   publik    dan kategori  pelayanan   tidak   langsung.
Pelayanan   sebagaimana    dimaksud    Diktum   KESATU dijabarkan    ke dalam        kornponen-komponen      yang    menjadi    dasar     pelaksanaan
standar      pelayanan    di   lingkungan    Badan     Kesatuan      Bangsa     dan
Politik     Kabupaten     Karanganyar, lampiran   keputusan    ini.


se bagaimana   terse but     dalam

KEEMPAT







KELIMA


Standar    pelayanan    wajib    dilaksanakan     oleh    penyelenggara    atau pelaksana    dan    sebagai    acuan     dalam    penilaian   kinerja    pelayanan oleh   pimpinan   penyelenggara,    aparat    pengawasan    dan   masyarakat dalam   penyelenggaraan   pelayanan  publik.
Keputusan   ini  mulai   berlaku    pada   tanggal   ditetapkan.
Ditetapkan   di  Karanganyar
Pad a  tanggal     o (,  JZltt uar,·   :?-0 a /

REPALA BADAN KESATUAN BANGSA  DAN POLITIK








I
~  ~  BAMBANG SUTARMANTO





Tembusan:

1.    Bupati  Karanganyar;

2.   Inspektur  Daerah;

3.   Kepala   Bagian Hukum

Sekretariat   Daerah;

4.  Kepala  Bagian   Organisasi

Sekretariat   Daerah;
5.   Arsip.
LAMPIRAN KEPUTUSANKEPALABADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATENKARANGANYAR
NOMOR TENTANG
PENETAPAN   STANDAR   PELAYANAN  DI

LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATENKARANGANYAR


1.   Standar   Pelayanan   Penerimaan   Tamu



	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar   Hukum
	a. 	Undang-Undang     Nomor    25   Tahun     2009    tentang Pelayanan		Publik      (Lembaran     Negara      Republik Indonesia	Tahun      2009     Nomor     112,    Tambahan Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Nomor  5038);
b.    Undang-Undang     Nomor    9   Tahun     2010    Tentang

Keprotokolan         (Lembaran        Negara         Republik Indonesia    Tahun      2010     Nomor     125,    Tambahan Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor  5166);

	2.
	Persyaratan   Pelayanan
	Tamu membawa undangan  dan melakukan konfirmasi kedatangan   ke Protokol atau  Resepsionis,  dengan menginformasikan	sebagai   berikut:
a.  Pejabat   yang   akan   hadir; b.  Jumlah    yang   akan   hadir; c.  Waktu   kehadiran.

	3.
	Sistem,   Mekanisme,

dan  Prosedur
	Sistem,  mekanisme,   dan   prosedur   dilaksanakan    sesuai

Pedoman   Teknis     dan    Standar    Operasional    Prosedur

~OP)  Layanan.

	4.
	J angka   Waktu

Penyelesaian
	Satu     hari     kerja     sejak     undangan      atau      konfirmasi kehadiran   diterima  Protokol.

	5.
	Biaya/Tarif
	Rp.  0,•

Tidak   ada




a.     Layanan    Informasi;

b.    Layanan    Pendampingan;

 (
6.
Produk
    
 
Pelayanan
7.
Sarana,
   
 
Prasarana
dan/
 
 
atau
  
 
Fasilitas
a.
   
 
Ruang
  
 
tunggu;
 
 
(kursi
  
 
tamu,
  
 
meja,sofa)
b.
   
 
buku
  
 
tamu;
c.
   
 
Pesawat
 
 
telepo
n
;
d.
   
 
Handy
  
 
talky;
e.
   
 
Komputer
 
 
dan
 
 
printer;
f.
    
 
Scanner,
g.
   
 
Layar
 
 
elektronik
 
 
informasi
 
 
publik;
h.
  
 
Toilet;
1.
      
 
Sambungan
  
 
internet
 
 
nirkabel
 
 
(WiFi).
8.
Kompetensi
 
 
Pelaksana
a
.
   
 
Pejabat;
b.
 
Staf
 
 
yang
  
 
memiliki
 
 
kompetensi
  
 
di
 
bidang
 
keprotokola
n
.
9.
Pengawasan
  
 
Internal
a.
   
 
Atasan
  
 
langsung
b.
   
 
Laporan
 
 
kegiatan
 
 
kepada
   
 
atasan
10.
PenangananPengaduan
Sarana
   
 
dan
 
 
Prasarana
a.
 
Datan
g
/
 
hadir
   
 
ke
  
 
Kan
 
tor
  
 
Badan
    
 
Kesatuan
   
 
Bangsa
 
dan
  
 
Politik
  
 
(KESBANGPO
L
K
)
 
abupaten
 
 
Karanganyar.
b.
   
 
Email
11.
Jumlah
    
 
Pelaksana
3
 
(tiga)
 
orang
  
 
terdiri
  
 
dari:
a.
   
 
Pejabat
  
 
struktur
a
l
 
 
1
  
 
(satu)
  
 
orang;
b.
   
 
Protokoler
 
 
1
  
 
(
 
satu)
  
 
orang;
c.
   
 
Resepsionis
  
 
1
  
 
(satu)
  
 
orang.
12.
J
 
aminan
   
 
Pelayanan
a.
   
 
Protokoler
 
 
yang
  
 
professional.
b
 
.
         
 
Mendapatkan
  
 
kenyamanan
  
 
dalam
  
 
pelayanan.
13.
J
 
aminan
   
 
Keamanan
 
dan
 
 
Keselamatan
 
Pelayanan
Pe
t
u
gas
 
 
keamanan
  
 
dan
  
 
Closed
 
Circuit
  
 
Television
 
(CCTV).
14.
Evaluasi
 
 
Kinerja
Pelaksana
)c.     Layanan    Koordinasi.


























)




















.""





Laporan  evaluasi  kegiatan.





2.    Standar   Pelayanan   Persuratan   dan  Kearsipan



	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar   Hukum
	a     Undang-Undang      Republik    Indonesia     Nomor     25

Tahun    2009   tentang     Pelayanan   Publik    (Lembaran
~T                                                              ~        "1        .,   .....                  T                  ,                     ~,                  ,.-,.,......r-..,......          ~T



112,      Tambahan       Lembaran      Negara       Republik

Indonesia  Nomor5038);

b.    Undang-Undang    43  Tahun    2009   tentang    Kearsipan

(Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun    2009

Nomor        152,       Tambahan        Lembaran       Negara

Nomor   5071).

2.           Persyaratan     Pelayanan       a.     Penerimaan     surat    masuk:

1)     Datang     langsung

2)    Mengirim   surat    via  Pos   atau    Jasa    Pengiriman;

3)    Melalui   surat    elektonik.

b.     Mengisi   formulir   tanda     penerimaansurat:

1)	Pengisian    formulir   harus     disertai     dengan identitas	lengkap   pengirim;
2)    Waktu    penerimaan     surat;

3)    Penandatanganan        formulir;

c.     Pengiriman     surat    keluar.

3. 		Sistem,   Mekanisme, dan   Prosedur


4.          J angka   Waktu

Penyelesaian



5.          Biaya/Tarif



6.          Produk   Pelayanan





7. 		Sarana,    Prasarana dan/  a tau  Fasilitas


Sistem,   mekanisme,   dan  prosedur   dilaksanakan    sesuai Pedoman  Teknis   dan   Standar   Operasional   Prosedur (SOP)Layanan  Tata   Persuratan   dan   Kearsipan.
a.    Penerimaan   Surat:     5 (lima) menit.

b.    Pengiriman   Surat:     menyesuaikanjadwal     Jasa

Pengiriman.

a.    Penerimaan   Surat   :   Rp.  0,-   tidak   dipungut   biaya.

b.    Pengiriman   Surat:     menyesuaikan   Jasa   Pengiriman. a.    Layanan  Penerimaan   Surat;
b.    Layanan  Pengiriman   Surat;

c.    Layanan  Tata  Kelola Kearsipan. a.    Loket  penerimaan   surat;
b.    Ruang   tunggu; (kursi   tamu,  meja,sofa)

c.    Buku   tamu;

d.    Alat  tulis   kantor;

e.    Pesawat  telepon;

f.    Komputer  dan  printer;

g.     Scanner,

h.   Toilet;

1.      Sambungan   internet  nirkabel  (WiFi).
8.         Kompetensi  Pelaksana       a.    Pendidikan   S 1 / D3

b.   Tenaga   yang   telah   mengikuti   Diklat   Kearsipan



	9.
	Pengawasan   Internal
	a.    Atasan    langsung

b.    Laporan  kegiatan  kepada    atasan

	10.
	Penanganan   pengaduan
	a.     Datang/      hadir  ke  kantor    Badan   Kesbangpol b.    Email

	11.
	Jumlah     Pelaksana
	2 (dua) orang   terdiri   dari   :

a.    Pejabat    Struktural    1   (satu)   orang b.    Resepsionis   1   (satu)   orang

	12.
	J aminan    Pelayanan
	Mendapatkan   layanan  yang  efektif  dan  efisien

	13.
	J aminan    Keamanan dan  Keselamatan Pelayanan
	Petugas  keamanan

	14.
	Evaluasi  Kinerja

Pelaksana
	Laporan    evaluasi




1    3.    Standar   Pelayanan    Informasi  Publik   dan  Pengaduan   Pelayanan   Publik


3.1   Standar  Pelayanan  Informasi   Publik:



	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar   Hukum
	a.    Undang-Undang     Nomor    25   Tahun     2009    tentang Pelayanan      Publik      (Lembaran    Negara      Republik Indonesia	Tahun      2009     Nomor     112,  Tambahan Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Nomor5038);
b.    Peraturan     Pemerintah     Nomor     61    Tahun      2010 tentang 	Pelaksanaan    Undang-   Undang    Nomor    14
Tahun     2008      tentang       Keterbukaan      Informasi

Publik;

c.     Peraturan   Komisi Informasi  Nomor   1    Tahun    2010 tentang 	Standar   Layanan  lnformasi  Publik;
d.    Peraturan    Komisi   Informasi   Nomor   1   Tahun    201 7

tentang    Pengklasifikasian   Informasi  Publik.

	2.
	Persyaratan   pelayanan
	Masyarakat       /      Perorangan,       Lembaga      Swadaya Masyarakat    (LSM)  /    Organisasi     kemasyarakatan, Wartawan   /  Organisasi   Profesi,  Pegawai  Instansi,   dan Instansi         Pemerintah,          menyampaikan          surat permohonan    tertulis    melalui    surat    elektronik   (e-mail) atau   dapat    secara    langsung   hadir   di  Badan    Kesatuan Bangsa   dan  Politik  Kabupaten   Karanganyar.
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 (
dan
 
 
prosedur
kesbangpol.karanga
n
y
arka
b
.
go.id
   
 
atau
  
 
datang
 
langsun
g
,
 
 
untuk
   
 
mengajukan
  
 
permintaan
 
informa
s
i.
b.
 
Pemohon
 
 
di
w
ajibkan
 
 
mengisi
 
 
formulir
 
 
permintaan
 
informasi
 
 
di
 
meja
 
 
pelayanan
  
 
informasi.
Jam
  
 
Operasional:
Senin-Kamis:
   
 
pukul
  
 
08
.
00-15.00WIB
 
Jumat:
     
 
pukul
  
 
09.00-11.00WIB
Atau
  
 
Pemohon
 
 
dapat
  
 
mengisi
 
 
formulir
 
 
yang
  
 
terdiri
 
ata
s
:
1)
Da
t
a
  
 
diri
   
 
y
aitu
         
 
nama,
     
 
alama
t
,
    
 
nomor
 
telepon,
 
nomor
 
identitas,
 
fotokopi/hasil
 
 
scan
 
id
e
nti
t
a
s
 
d
i
ri
.
 
Data
 
m
e
ngenai
 
informasi
 
y
ang
 
diminta
 
hal
  
 
(sub
y
ek)
,
   
 
sumberny
a
,
   
 
format
 
informasi
(lisa
n
,
  
 
soft
  
 
copy
  
 
atau
   
 
hard
  
 
copy)
,
 
serta
  
 
alasannya.
2)
 
Formulir
   
 
Permintaan
    
 
Informasi
   
 
diserahkan
 
kepada
 
Pejabat
     
 
Pengelola
   
 
Informasi
    
 
dan
 
Dokumentasi
(PPID)
     
 
dan
         
 
pemohon
 
mendapatkan
nomor
  
 
p
e
ndaftaran.
3)
 
Jika
   
 
Informasi
   
 
tersedia
   
 
di
  
 
bank
   
 
data
   
 
clan
 
situs
 
web
  
 
clan
  
 
bukan
    
 
merupakan
   
 
informasi
 
yang
 
dikecualikan,
       
 
Pejabat
        
 
Pengelola
 
Informasi
clan
  
 
Dokumentasi
    
 
(PPID)
 
 
segera
 
menyampaikan
clan
    
 
mendokumentasikan
 
tinda
k
a
n
    
 
y
ang
     
 
te
l
a
h
      
 
dilakukan
     
 
dalam
 
p
e
ndaftaran
  
 
permintaan
  
 
informasi.
4)
    
 
Jika
    
 
informasi
    
 
tersebut
    
 
t
e
rmasuk
    
 
dalam
informasi
      
 
yang
       
 
dikecualikan,
       
 
Pejabat
 
Pengelola
 
 
Informasi
 
 
dan
  
 
Dokumentasi
 
 
(PPID)
 
akan
       
 
memberikan
       
 
ket
e
rangan
       
 
bahwa
 
informasi
 
 
tersebut
  
 
tidak
 
 
dap
a
t
 
 
diberikan.
5)
 
Jika
   
 
informasi
  
 
tidak
   
 
tersedia
   
 
dalam
   
 
daftar
 
informasi
publik
   
 
yang
   
 
terdapat
   
 
pada
   
 
bank
 
data
 
maupun
     
 
situs
     
 
web
    
 
maka
     
 
Pejabat
 
Pengelola
 
 
Informasi
 
 
dan
  
 
Dokumentasi
 
 
(PPID)
 
m
e
n
y
ampaikan
   
 
informasi
 
 
kep
a
dapemohon.
4.
J
 
angka
  
 
waktu
Permohonan
  
 
Langsung:
)
















































































 (
bank
  
 
data
  
 
dan
  
 
situs
  
 
web
 
 
Badan
  
 
Kesatuan
  
 
Bangsa
 
dan
     
 
Politik
     
 
(BAKESBANGPOL)
 
Kabupaten
 
Karanganyar
  
 
dapat
  
 
diberikan
  
 
saat
  
 
itu
 
 
juga.
b.
 
Permohonan
  
 
informasi
 
 
yang
  
 
tidak
  
 
tersedia
  
 
dalam
 
bank
 
data
   
 
maupun
    
 
situs
   
 
w
e
b
   
 
akan
    
 
di
  
 
proses
 
dalam
 
waktu
     
 
10
   
 
(sepuluh)
   
 
hari
    
 
kerja
    
 
sejak
 
diterima
n
y
a
      
 
permohonan
      
 
informasi
     
 
secara
 
tertulis,
  
dan
   
 
dapat
    
 
diperpanjang
   
 
7
  
 
(tujuh)
   
 
hari
 
kerja
 
  
dengan
      
 
surat
      
 
pemberitahuan
       
 
apabila
 
dipersiapkan
informasi
 
 
yang
 
 
dibutuhkan.
5.
Bi
a
y
a/tarif
a.
    
 
Rp.
 
 
0,-
Tidak
 
dikenakan
     
 
biaya/
  
 
tarif
    
 
j
i
ka
     
 
tidak
     
 
ada
 
dokum
e
n
 
y
ang
 
 
perlu
  
 
digandakan.
b
.
     
 
Dalam
       
 
hal
      
 
diperlukan
      
 
biaya
      
 
penggandaan
dokumen,
    
 
atau
     
 
biaya
     
 
cetak
     
 
dokumen,
    
 
maka
 
menjadi
 
 
tanggung
 
 
jawab
  
 
pemohon.
6.
Produk
  
 
pelayanan
Informasi
 
 
yang
  
 
terkait
   
 
ruang
   
 
lingkup
 
 
tugas
  
 
dan
  
 
fungsi
 
di
  
 
lingkungan
   
 
Badan
    
 
K
e
satuan
     
 
Bangsa
    
 
dan
   
 
Politik
 
Kabupaten
Karanganyar.
7.
Sarana
   
 
dan
 
 
prasarana
 
dan/
 
 
atau
  
 
fasilitas
a.
     
 
Ruang
  
 
tunggu
   
 
(kursi
  
 
tunggu)
 
 
;
b.
     
 
Buku
  
 
tamu;;
c
.
      
 
Pesawat
 
 
telepon;
d.
     
 
Komputer
 
 
dan
 
 
printer;
e.
     
 
Toilet;
f.
      
 
Internet
 
 
Nirka
b
e
l
 
 
(WIFI).
8.
Kompetensi
 
 
pelaksana
Sumber
  
 
Daya
   
 
Manusia
  
 
yang
   
 
memiliki
 
kompetensi
 
 
di
bidang
 
 
kebijakan
 
pelayanan
 
publik
 
 
atau
 
mengelola
 
dan
 
menyediakan
  
 
data/
  
 
informasi
 
 
publik
  
 
sesuai
  
 
dengan
   
 
unit
 
kerja
  
 
terkait.
9.
Pengawasan
  
 
internal
a
.
     
 
Atasan
  
 
langsun
g
;
b.
 
Dilakukan
        
 
sis
 
tern
        
 
pengendalian
         
 
internal
 
pemerin
 
tah
      
 
dan
      
 
pengawasan
      
 
fungsionaloleh
 
Inspektorat.
10.
Penanganan
                        
 
a.
     
 
Datang/hadir
    
 
ke
 
 
Pejabat
   
 
Pengelola
 
 
Informasi
  
 
dan
 
pengaduan,
  
 
saran
  
 
dan
              
 
Dokumentasi
 
 
(PPID)
masukan
                             
 
b.
     
 
Email.
11.
Jumlah
   
 
pelaksana
            
 
6
 
(enam)
 
orang.
12.
J
 
aminan
   
 
pelayanan
          
 
Informasi
 
 
yang
 
 
diberikan
 
 
dijamin
 
 
keabsahan
n
y
a.
),    -       -    ·-   -    -   --    -   --





a. 	Evaluasi        la po ran        pelayanan         informasi        per semester;    dan
b.      Rekapitulasi      pelayanan      informasi     dalam      1     (satu)

 (
dan
  
 
keselamatan
 
pelayanan
14
.
Evaluasi
   
 
kinerja
 
pelaksana
)tahun.



 (
No
.
Komponen
Uraian
1.
Dasar
   
 
Hukum
a.
 
Undang-Undang
    
 
Nomor
   
 
25
  
 
Tahun
    
 
2009
   
 
tentang
 
Pelayanan
Publik
     
 
(Lembaran
    
 
Negara
     
 
Republik
 
Indonesia
Tahun
     
 
2009
    
 
Nomor
    
 
112,
   
 
Tambahan
 
Lembaran
Negara
     
 
Republik
    
 
Indonesia
     
 
Nomor
5038);
b.
 
Peraturan
    
 
Pemerintah
    
 
Nomor
    
 
61
   
 
Tahun
     
 
2010
 
tentang
 
Pelaksanaan
   
 
Undang-
  
 
Undang
  
 
Nomor
   
 
14
Tahun
      
 
2008
     
 
tentang
       
 
Keterbukaan
      
 
Informasi
Publik.
2.
Persyaratan
    
 
Pel
a
y
anan
1.
     
 
Fotocopy
 
KTP;
2.
   
 
Unit/
 
 
personil
 
 
yang
 
 
diadukan;
3.
   
 
Kronologis
 
Aduan
;
4.
   
 
Bukti.
3.
Sistem
        
 
Mekanisme
 
dan
 
 
Prosedur
1.
  
 
Standar
  
 
Operasional
  
 
Prosedur
  
 
La
y
anan
2.
   
 
Pengad
 
 
uan
  
 
Internal
4.
J
 
angka
  
 
Waktu
Penyelesaian
10
 
(sepuluh)
 
 
hari
  
 
kerja
  
 
(Telaah
 
Inspektorat)
5
.
Biaya/Tarif
Rp.
 
 
0
,
-
Tidak
  
 
dipungut
  
 
bia
y
a
6
.
Produk
  
 
Pelayanan
Laporan
 
 
basil
  
 
telaah
  
 
Pengaduan
  
 
Internal
(
 
Whistleblowing
 
 
System)
7.
Sarana
   
 
dan
 
 
Prasarana
 
dan/
 
 
atau
  
 
Fasilitas
1.
 
 
Helpdesk
 
 
Penerimaan
  
 
P
e
ngaduan
  
 
Internal;
2
.
  
Telepon;
3.
 
Email;
8.
Kompetensi
 
 
Pelaksana
1.
 
 
Pendidikan
 
 
Minimal
 
D3;
2
.
 
 
Memahami
 
 
Alur
 
 
Penanganan
  
 
Pengaduan
  
 
Intern
a
l
;
3
.
 
 
Memahami
 
 
t
ata
  
 
kerja
  
 
penanganan
   
 
pengaduan
 
masyaraka
t
;
)3.2  Pengaduan     Pelayanan    Publik





































)

	
	
	5. Memiliki  kemampuan   menganalisa   dan mengidentifikasi	terkait   persoalan   yang   ada;
6.  Memiliki kemampuan   berkomunikasi   yang   baik  dan mampu    bekerja   secara   tim.

	9.
	Pengawasan   Internal
	Rekan   Sejawat (Telaah Sejawat)

	10.
	Penanganan Pengaduan   Sarana dan  Prasarana
	Sarana    Pengaduan   (Ruang   Pengaduan,  Telepori.Emuii]: Petugas  Pengelola  Pengaduan

	11.
	Jumlah     Pelaksana
	6 (enam) orang

	12.
	Jaminan   Pelayanan
	Maklumat  Pelayanan

	13.
	J aminan    Keamanan dan   Keselamatan Pelayanan
	Kerahasiaan   Identitas   Pengadu

	14.
	Evaluasi  Kinerja

Pelaksana
	Survey Kepuasan




4.    Standar   Pelayanan   Pencatatan   Partai



	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar   Hukum
	a.    Undang-Undang    Nomor  25   Tahun   2009    tentang Pelayanan      Publik     (Lembaran     Negara      Republik Indonesia	Tahun      2009     Nomor     112,    Tambahan Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Nomor5038);
b.    Undang-Undang      Nomor    9   Tahun     2010    Tentang

Keprotokolan         (Lembaran        Negara          Republik Indonesia    Tahun      2010     Nomor     125,    Tambahan Lembaran    Negara   Republik  Indonesia  Nomor5166);
c.     Undang   -   undang     Republik   Indonesia    nomor     16 tahun 		2017        ten tang        penetapan        peraturan pemerintah	pengganti   undang     -   undang     nomor    2 tahun 	201 7   ten tang    perubahan     atas     undang      - undang 		 nomor    17  tahun    2013   tentang    organisasi kemasyarakatan	menjadi  undang    -  undang

	2.
	Persyaratan   Pelayanan
	a.     Pengurus   ormas   mengajukan   permohonan pendaftaran	secara   tertulis    melalui   Unit  Layanan Administrasi 	 Kementerian   dengan    tembusan Gubernur	Bupati/Wali  Kota.
b.    Surat   permohonan   pencatatan   yang  ditujukan




	
	
	Kesbang   Pol  Kab.  Karanganyar    dan   ditanda      tangani oleh   Ketua    dan   Sekretaris    organisasi.
c.     Pengurus    Ormas     melampirkan     Akta   Pendirian

Kemenkuham

d. 	Akte  Notaris/   Akte  pendirian    Berdasarkan     Pancasila dan   UUD Negara    Republik   Indonesia    Tahun     1945.
e.     AD/ART

f.     Program  kerja  yang  ditanda    tangani    oleh  Ketua   dan

Sekretaris.

g.    Biodata  (Ketua,   Sekretaris,  Bendahara)

h. 	Pas  Foto  4 X 6   berwarna   (Ketua,   Sekretaris, Bendahara).
1. 	Foto  copy  KTP (Ketua,   Sekretaris,   Bendahara)   yang dilegalisir.
J.     Foto  pa pan  nama.

k.    NPWPOrganisasi.

1.         Surat   domisili  kesekretariatan

m.   Tidak   menggunakan    lambang  Garuda    sebagai lambang  organisasi.
n.    Surat   pernyataan   tidak   berafiliasi  dengan    Partai

Politik  materai    6000.

o. 	Surat   pernyataan   tidak   terjadi   konflik   intern organisasi	materai    6000.
p.    Surat   pernyataan   bertanggungjawab    terhadap

keabsahan   keselurah   isi,  data   dan  informasi dokumen  yang   diserahkan   dan   bersedia  dituntut secara   hukum
q.    Rekomendasi   dari  SKPDyang  membidangi  urusan

kekhususan    /  spec    dll

r.     Menyampaikan   laporan    kegiatan   organisasi   kepada

Badan   Kesbang  Pol setiap   akhir   Tahun.

	3.
	Sistem,     Mekanisme, dan   Prosedur
	Sistem,    mekanisme,   dan   prosedur   dilaksanakan    sesuai

Pedoman    Teknis     dan    Standar    Operasional    Prosedur

(SOP)Layanan.

	4.
	J angka    Waktu

Penyelesaian
	Satu   hari   kerja   sejak  ybs  memasukkan    permohonan

	5.
	Biaya/Tarif
	Rp.  0,• Tidak   ada




	a.
	Layanan
	Informasi;

	b.

c.
	Layanan

Layanan
	Pendampingan;

Koordinasi.
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6
.
P
roduk
  
 
Pelayanan
7.
Sarana,
   
 
P
r
asarana
 
dan/
 
 
atau
  
 
Fasi
l
i
tas
a.
   
 
Ruang
  
 
tunggu;
 
 
(kursi
  
 
tamu)
b.
   
 
Buku
  
 
tamu
c.
   
 
Pesawat
 
 
telepon;
d
.
    
 
Komputer
 
 
dan
  
 
printer;
e.
   
 
Scanner,
f.
   
 
Toilet;
g
.
    
 
Sambungan
  
 
internet
 
 
nirkabel
 
 
(WiFi).
8.
Kompeten
s
i
 
Pelaksana
a
.
   
 
Pejabat;
b.
   
 
Staf
 
 
yang
  
 
memiliki
 
 
kompetensi
  
 
dibidang
 
 
ini
.
9.
Pengawasan
  
 
Internal
Atasan
  
 
langsun
10.
Penanganan
  
 
P
engaduan
Sarana
   
 
d
an
  
 
Prasarana
a
.
   
 
datan
g
/
 
hadir
   
 
ke
  
 
Kantor
    
 
B
adan
    
 
Kesatuan
   
 
B
angs
 
 
a
 
dan
 
 
Politik
 
 
Kabupaten
  
 
Karanganyar.
b.
   
 
Email
11.
Jumlah
   
 
P
elaksana
3
   
 
(tiga)
 
orang
  
 
terdiri
  
 
dari
:
a
.
   
 
Pejabat
  
 
Struktural
   
 
1
  
 
(satu)orang;
b.
   
 
Protoko
l
e
r
 
 
1
  
 
(
sa
t
u
)orang
;
c.
   
 
Resepsionis
  
 
1
  
 
(satu)orang.
12.
J
 
aminan
   
 
Pelayanan
a.
   
 
Petugas
 
 
yang
  
 
menguasai
  
 
pencatatan
  
 
partai.
b
.
   
 
Mendapatkan
  
 
kenyamanan
  
 
dalam
  
 
pelayanan.
13.
J
 
aminan
   
 
Keamanan
 
dan
 
 
Keselamatan
 
P
e
l
a
y
anan
Pe
t
ugas
 
 
keamanan
14.
Evaluasi
 
 
Kinerja
Pe
l
aksana
)Laporan  evaluasi  kegiatan.





5.     Standar   Pelayanan   Rekomendasi   KKNdan  Penelitian



	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar   Hukum
	a. 		Undang-Undang     Nomor     25    Tahun     2009    tentang  Pelayanan		Publik     (Lembaran     Negara      Republik Indonesia	Tahun      2009     Nomor      112,    Tambahan Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor5038);
b.    Undang-Undang      Nomor     9   Tahun      2010     Tentang

Keprotokolan   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
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 (
Negara
   
 
Republik
  
 
Indonesia
   
 
Nomor
   
 
5166);
2.
Persyaratan
    
 
Pelayanan
Tamu
 
membawa
    
 
undangan
     
 
dan
   
 
melakukan
     
 
konfirmasi
 
kedatangan
ke
    
 
Protokol
     
 
atau
      
 
Resepsionis,
       
 
dengan
 
menginformasikan
sebagai
    
 
berikut:
a
.
    
 
Pejabat
    
 
yang
  
 
akan
   
 
hadir;
b.
   
 
Jumlah
     
 
yang
   
 
akan
   
 
hadir;
c.
   
 
Waktu
   
 
kehadiran.
3
.
Sistem,
  
 
Mekanisme,
 
dan
 
 
Prosedur
Sistem,
 
 
mekanisme,
 
 
dan
 
prosedur
 
dilaksanakan
 
 
sesuai
 
Pedoman
 
Teknis
 
dan
 
Standar
 
Operasional
 
Prosedur
 
(SOP
)
Layanan.
4.
J
 
angka
  
 
Waktu
Penyelesaian
Satu
     
 
hari
    
 
kerja
     
 
sejak
    
 
undangan
     
 
atau
     
 
konfirmasi
 
kehadiran
  
 
diterima
 
 
Protokol.
5.
Biaya/Tarif
Rp.
 
 
0,•
 
Tidak
  
 
ada
6.
Produk
  
 
Pelayanan
a.
   
 
Layanan
 
 
Informasi;
b.
   
 
Layanan
 
 
Pendampingan;
c.
   
 
Layanan
 
 
Koordinasi.
7.
Sarana,
          
 
Prasarana
 
dan/
 
 
atau
  
 
Fasilitas
a.
   
 
Ruang
  
 
tunggu;
 
 
(kursi
  
 
tam
u
,
 
 
meja,sofa)
b.
   
 
Buku
  
 
tamu;
c.
   
 
Pesawat
 
 
telepon;
d.
   
 
Handy
  
 
talky;
e.
   
 
Komputer
 
 
dan
 
 
printer;
f.
   
 
Scanner,
g
.
    
 
Layar
 
 
elektronik
 
 
informasipublik;
h.
  
 
Toilet;
1.
      
 
Sambungan
  
 
Internet
 
 
Nirkabel
 
 
(
 
WiFi).
8.
Kompetensi
 
 
Pelaksana
a.
   
 
Pejabat;
b.
 
Staf
 
 
yang
  
 
memiliki
 
 
kompetensi
  
 
di
 
bidang
 
keprotokolan.
9.
Pengawasan
  
 
Internal
a.
   
 
Atasan
  
 
langsung
b.
   
 
Laporan
 
 
kegiatan
 
 
kepada
   
 
atasan
10.
Penanganan
                       
 
a.
   
 
datang/hadir
    
 
ke
 
 
Kantor
  
 
Badan
  
 
Kesatuan
  
 
Bangsa
  
 
dan
Pengaduan
Politik
  
 
(KESBANGPO
L
K
)
 
abupaten
  
 
Karanganyar.
 
Sarana
   
 
dan
 
 
Prasarana
     
 
b.
   
 
Email
11.
Jumlah
    
 
Pelaksana
           
 
3
   
 
(tiga)
 
orang
  
 
terdiri
  
 
dari:
a.
   
 
Pejabat
  
 
Struktural
   
 
1
  
 
(satu)
  
 
orang;
b
.
   
 
Protokoler
 
 
1
  
 
(satu)
  
 
orang;
c.
   
 
Resepsionis
  
 
1
  
 
(satu)
  
 
orang.
)--

	12.
	J aminan   Pelayanan
	a.    Protokoler   yang   professional.

b.   Mendapatkan   kenyamanan  dalam  pelayanan.

	13.
	J aminan   Keamanan dan  Keselamatan Pelayanan
	Petugas   keamanan  dan Closed  Circuit  Television (CCTV}.

	14.
	Evaluasi   Kinerja

Pelaksana
	Laporan evaluasi   kegiatan.
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